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UU Tindak Pidana

Kekerasan Seksual

CATATAN 2022

kasus kekerasan seksual di ranah personal dan 1.051 kasus kekerasan
seksual di ranah publik. Maraknya kekerasan seksual yang terjadi

1.149

ai ini
Hal itu

pemerintah

dak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi Undang-Undang
Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) pada 12 April 2022,
UU TPKS merupakan hasil perjuangan dan penantian panjang dari

Undang-Undang

usulan berbagai untuk

pada korban kekerasan

wnya RUU TPKS

Dengan

menjadi UU TPKS menjadi angin segar dari perjuangan panjang dalam

al ag a
menjadi penanda bahwa pemerintah mulai memberikan perhatian

Hal ini juga

khusus pada pencegahan serta

perlindungan pada korban kekerasan seksual.

Namun, pengesahan UU TPKS ini bukan menjadi akhir dari Hanya lima fr

Dikeluarkan dari Prolegnas Pricsitas 2020

dalam

RUU PKS masuk Prolegnas 021

per
atas implementasi UU TPKS juga perlu di ]

LSM dan pemerintah. Selain pengawalan edukasi publ
untuk memberikan pemahaman pada masyarakat terkait dengan produk
hukum baru tentang kekerasan seksual. Hal itu perlu dilakukan untuk
memberikan jaminan bahwa UU TPKS dapat terlaksana sesuai dengan
yaitu memberikan perlindungan bagi

cita-cita UU TPKS itu sendi

(naR)

Data Kekerasan Seksual

di Indonesia
(Data 2021)

Wexerasan seksual di ranan personat: 1.149

Kekerasan seksual o ranan publs: 1.081

Jenis Kekerasan Seksual yang

Terjadi dalam Ranah Personal
(Data 2021)

Jenis Kekerasan Seksual

Jumlah
Farkosasn

Adarital raps

incesr

Poloconan sokeua
Fersctubuhan

Aanah sioer
Fencabulan
Parbudakan seksual
Eksploitasi seksual
Farcobaan perkosaan

engesahan UU TPKS

Disahnan padn 12 Ao 2022
jang yang tian

orupakan senantan
diturgau masyaraks

AMenjadi salah satu produs Pukum untuk N,
Fmelinguncl koroan kekerasan sekssal

N
Diharaskan dapat menjad payung rukum datam

i it i

Dapat Dijerat Pidana
Berdasarkan UU TPKS

Poaylksnan sersual
Eksplaitas: Seksual

Parbudaan seksual
*axerasan seksual Derhacss alekiranik

Beber: oin Penting UU TPKS

Faimcenan seksual masuk dalam kasus pidana.
Horban revenge porn mendapatkan perlindungan hukum.
Terdapat denda dan pidana terhadan pemassaan hubungan soxsual

Fidana atau denda untuk Ldak pidana pemaksaan perkaminam,

Terdapat pidana Larmbanan untuk pelaky
kEiiarasan Sakaual

Adanya ancaman denda untuk kornorasi
ang malakukan TPHS

Pk urLulk e ndspatan
i dan layanar

an Berhak atas pendampingan
Tictak Biss MEMOOURAKAR FENSEKAIEN fes o lve Justee.

. periu dilakukan

Masuk Frolegnas Prioritas 2022,

RUU PICS masuk Prolegnas 2021

Tim perumus telah menysiesaskan draf AUU PKS.

Mama RUU PKS diubah menjadi RUU TPIKS.

Tardapat perubahan dalam beberapa pasal RUU tersebut dasi draf sebelumnya.

bilan fraks yang setuju mendukung

AU TPKS resmi disahkan menjadi UL TPKS pada 12 April 2022,

Alat Bukti yang Sah
daiam UU TPKS
Feterangan saksi

Katerangan anii
= Sural

- Peturiiux

= otaranban Lordakwa

e g nlormas

Pidana Tambahan Pelaku
Kekerasan Seksual

= Pencabutan hak asuh anak atau pengampunan
= Pengumuman identitas polaku

= Perampasan keuniungan yang diperaleh dari tindak pidana.
= Pembayaran restiusi.*
*Rastitusi ialah pambayaran gant kerugian yang dibsbankan
kepada pelak ataw pinak keliga berdasarkan keputusan
pengadilan yang berkesuatan hukum feiap atas kerugian
material atay mmaterial yang diderita Korban atau ahl warnsnya.

Pidana Tambahan yang

Ferampasan keuntung.
Pencatutan « v
Fenutupan selurun atis sebagian tempal ssaha dandatan
keqiatan kerparass

= Pembubarsn korporas:

Hak Restitusi dan Layanan
Pemulihan Korban TPKS

= Gann xemgian atas amau

% S ooian varg an
GBS ebaga el :
= Parantian Giaya perevatan medis darsetes BRSO

ulkan akiBaT pEndertaan yang bakatan
ak pidar

= Gant kerugian aias kerugian lain yang dideriia korban senagal akibat
tindak pdana.

Hak-Hak yang Dijamin

dalam UU TPKS

Hak prosedural dalam penanganan
Hak p

yang 5 aparat nenegak hukum
Gk merendahkan koroan aiau meryalahsan korban

wang

Hak pormuiinar.,
Pentingnya Implementasi,
Penguatan, dan Harmonisasi
Hukum
Adanya penguatan nuxum TR KS. dalam KUHE

= bentuk kekerasan seksual dalam RKUHP Y

Seninaoa jaminan dalam UL TPRS Berlaku
Pana kOroan perkosann

A AdAnA SAKIDAISAS AMAE UL TEKS
Gengan UU Infarmasi dan Transskei
crmalt ceraan
eibasis lkiranik
nya sinkronisas mengenal alat bukti
antira UU TRRS dan KUHP.
Pentingnya Edukasi Publik =

P AR S et Ui L R AL
D T e tararas 5
. -
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- uga peru anarm tindak

sexsual yang dapar dipidanakan,

= Selsin hal tersebut, masyarakat harss mangetahul
langkah apa yang harus dilakekan apatia

menj A komben .

Womraman Sk s
Hal Penting yang Harus Dikawal
dalam Implementasi UU TPKS

= UL TPKS hams menad nfeomas: dan aengethuan pubik melalu
xepada

hak pemuihan

= Pembuatan dan pengesanan alsran funinan yang dimandarcan
UL TPKS.

bai ina korban. aparat penegak

o
MuKUM . maspen petigas i lerpac

= danngan axtive borsop
implemsniasi UU TRKS.
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